
T\ornor ~=09). 

Pernbentukan D,1erah-ciaerah Tingkat II da!arn wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barnt dan 
Nusa Tcnggara Timur (Lernbaran Negara Tahun 1958 
Norno1 \ =~- Tambahan I.embaran Negara Nomor 1655): 

2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
ljncL:.ng-undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara 
Tahun I 0S 1 .<omor 76. Tambahan Lembaran Negara 

tentang 1958 Tahun /",'"\ 
0'1 Nornor l_f nda 11g-l) ndaru; :v1engingat 

bahwa dalarn rangka mendorong dan meningkatkan 
ruotivasi pemunguta» Pajak Daerah, maka perlu I 
memberikau biaya pemungutan kepada Insransi 
Pernungut guna menuruang kelancaran pelaksan?an 
peruungutan Pendapatan Asli Daerah, 

b. bahwa sehubuugan dengan hal tersebut, maka perlu 
rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 
tentang Biava Pcmuuguiau Pajak Daerah. I 

f\:lenirnbang a. 

DEL'-l"GAN RAH.0./lA T TU HAN Y i\NG MAHA ESA 

BUPA Tl ~/lANGGARAl 

TENT AN C~ 
BIA YA PPvllJNGUTAN PAJAK DA.ER.-\H 

KABUPATEN J\,1ANGGARA! 

TA! IL!~ 2005 NOI'vlOR 6 SER..! F NO\!OR._ 2 

PERATURAN DAl~RA~{ KABUPATEN \l\NGGAR~l-=-=-= 
NO:v!OR 6 TAHU>.; 2005 

LEl\lBARAN DAER.AH 



a. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 19\3 · 1e11la11g " 
Ketentuar: Umurn dan Tata Cara Pcrpajak an 
(Lernbaran Negara Tahun l 983 i'--:011101 49. 
Tambahan Lernbaran Neg:;1,1 Numur 
]'.262)sebagaimana telah diubah dengan Undang 
undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Tahun J 994 Nomor 59, Tambahan l.ernbaran 
Negara Norn or .3 566) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor l 6 Tahun 2000 
(Lembaran negara Tahun 2000 Nomo: L:26. 
Tambahan Lernbaran Negara Nornor .3984 ). 

b. Undang-Undang Nornor 18 Tahun l 997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
diubah dengan Undang-undang Nornor 34 Tahun 
2000 (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3685). 

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun i 997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lernbaran 
Negara Tahun 1997 Nornor 42, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Nornor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nornor l o Tahun 
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor i 29. 
Tambahan Lernbaran negara Nornor 3848): 

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun l 99C) 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran ,,~egarn 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan I.embaran 
Negara Nomor 3841): 



e. lJ11dc1:·1g-l_lrH:L111g Nt)1l10f I~ Tahu» :no: L'~i11J11g 

Pengadilan Pajak ( Lembaran Neg;1r~1 ·1·JfH111 _:n:): ~U'.:'l:_)r 

:,Cl_ Tambahan Lc111barn11 Negara :°'\;u11i..,r .~--1_';(,;_ 
f Unc1'111g-U11dang Nomor l Cl Tal».n :::'.()i)c; t~ma11g 

Pernbcntu k au Pera tu ran Perundang-u n da n.,;:rn i l.cn.ba ra: 1 

Negara Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan l.cmbaran 
r---:egara Norn or 4384 ), 

g. Undang-Undang Nornor 32 T,,krn 20(_1-f tcntirng 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran i\,::g2ra Tahun 20Ci.:+ 
Nornor 12_'; Tambahan Lembaran Negara No111·f 4--13 7 ): 

h. Undang-Undang Nornor 33 Tc1hun .?.Uu-1 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran :\egarzi Tahun 2000 
Nornor 126. Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor -1.:1-38). 

1. Pera tu ran Pemerintah Norn or i 04 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4438); 
Peraruran Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tcntang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lernbaran Negara Tahun 2000 Nornor 202): 

k Pera tu ran Pemerintah Nornor 1 ~ 5 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalarn Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Tahun 2000 
Nomor 247. Tambahan Lernbaran Negara Nomor -.+040): 

L Peraturan Pernerintah Nomor J 36 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Peujualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan 
Dari Peujualau Secara Letang Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran T'S:cg:Fa Tahun 
.?.GUO Nornor 248, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
4050), 

--- ------------ ----. --------- ~~----------- 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun zcoo 
tentang Tempat dan Tata Cara Penvanderaan, 
Rehabilitasi Nania baik Penanggung Pajak dan 
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 4051); 

l6. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 200 I 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 
200 l Norn or l l S, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Nomor 4138); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI 
Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor S 
Seri C Nomor 2); 

lS. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 37 
Tahun 2000 tentang Pernbentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Manggarai (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Manggarai Tahun 2000 lomor 34 Seri 
D). 



Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
l. Daerah adalah Kabupaten Manggarai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai uns11r 

penyelenggara pernerintahan Daerah. 
~ Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai. 
4 Instansi Pemungut adalah instansi yang melaksanakan pemungutan 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang sah, 

Pasal l 

KETENTUAN UMUiV! 

PERA TUR.AN DAERAH TENTANG BIA YA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. 

BAB 1 

Menetapkan 

BUPAT! MANGGA.RAl 
l\1EMUTUSKAN 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERi\H KABUPXIT:', - 
iV\ANGGARi\l 

Dengan Persetujuan Bersarna 
1 a 
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Besarnya biaya pernungutan diretapkan sebesar 5 ~,,o (lima persen) 
yang diperhitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah. 

Biava pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada Instansi Pemungut 
dan Instansi lain yang menunjang. 

Pasal 3 

Pasal 2 

PE:vlSERlAN BIAYA PEMUNGUTAN 

BAB -11 

) P,,jak Dacrah yang selanjulnya disebut Pajak adalah iuran wajib 
yang ililakukan olch pribadi atau Badan Usah: kepada Pemerintah 
Dac'.1ai1 tanpa 1111b,1im1 langsung yang seimbang vang dapat 
dipaksal.an bcrdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang digunakan untuk membiayai penyclenggaraan 
I'cmerintahan Dacrah dan Pernbangunan Daerah 

6_ I'emungutan adalah suatu rangkaian kegiaran mulai dari 
menghimpun data obyek dan subyek pajak dan retribusi, 
penentuan bcsarnya pajak dan retribusi yang terutang sampa: 
kegiatan penagihan pajak dan retribusi kcpada \Vajib 
Pajak/Retribusi serta pengawasan penyerorannya 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal ) 

Dengan bcrlakunva Peraturan Daerah ini maka 'keteutuan uang perangsang 
pada Peraturau Daerah vang mengatur tentang pungutan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal --1- 
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LEivfBAR.\N D/\FR.~H KABUPATEN MANGGARAl 
Ti' HUN 2005 NOtvlOR 6 SERI F NOMOR 2 

I • 

.. 

I • 

Diundangkan di Ruteng 
padatanggal 30Juni2005 

BUPATI MANGGARAI, 

Ditetapkan cli R u t e n g 
pada tanggal 29 Juni '.2005 

dapat mengetahuinya mcmerintahkan 
Daerah nu dengan pcnernpatannya dalarn 

.'\S!ar scnap orang 
pc11gu11da11g,1r-1 Peraturau 
l.cmbaran Daerah. 



9 

rangka kelancaran 
rnemberikan biaya 

vanz cukun _, ._, l 

Oleh karena itu perlu mernacu dan meningkatkan Pendapatan Daerah 
(P/\D) d·:ngan meniugkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah guna 
rnenunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pernbangunan dan 
peningkaran pclayanan masyarakat. 

Sehubungan denuan itu. maka dalam 
pelaksanaan pernungutan Pajak Daerah perlu 
pernungutan Pajak Daerah kepada Instansi Pernungut 
Pernberian biava pernungutan ini diperuntukkan gu:rn meningkatkan 
pelaksanaan kegiatau pemunguran rnulai dari kegiaran nendataau. 
pendaftaran, peuetapan, penagihan. peuyetoran. pelaporan, evaluasi clan 
verifikasi serta pernbinaan dan pengawasan. 

Dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan setiap Daerah 
mernpunyai hak dan ke« ajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pernerinrahannya untuk meninakatkan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pemerinrahan dan pelayanan kepada rnasyarakat. , 

Dengan dernikian agar penyelenggaraau pemerintahan dapat 
berjalan dengan baik, maka perlu ditunjang dengan ketersediaan dana 

PEN.JELASAN U \1 l_i !'A T 
J 

TENTANG 

, T'<O\·lOR 6 L\HU:\ 2005 



.. 
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Pasal -, Jelas _, 

Pasal 4 Jelas 

Pasa! ) Je!as 

• Jelas Pasal " 

Jela-, Pasai 

• 

.. 


